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BUPATI PULAU MOROTAI 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR 07 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  DALAM PENANDATANGANAN  

SURAT KEPUTUSAN MUTASI  APARATUR SIPIL NEGARA  

TENAGA FUNGSIONAL GURU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan Peningkatan Kinerja Sumber 

Daya Aparatur sesuai standar kompetensi dan manajerial dalam 

rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, maka perlu 

diatur dengan Peraturan Bupati;   
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada 

huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan  dalam Penandatanganan Surat 

Keputusan Mutasi Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru. 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4586); 

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor  47 Tahun 2008  tentang Wajib 

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Aparatur Sipil Negara; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 2036); 

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18); 
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19. Peraturan  Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan  Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 

Nomor 2); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM 

PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI APARATUR 

SIPIL NEGARA TENAGA FUNGSIONAL GURU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

5. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi 

pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan dan perlindungan. 

6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. 

7. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan 

dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. 

8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

9. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih 

sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 

ASN sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 
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12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri 

Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan 

digunakan sebagai dasar penggajian. 

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau Pegawai Negeri Sipil 

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau 

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.  

15. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan 

dengan angka kredit. 

 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan Aparatur 

Sipil Negara yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai wujud reformasi 

birokrasi serta memberikan payung hukum atau dasar dalam pendelegasian 

sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan kepada masyarakat.  
 

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan peranan guru 

dalam peningkatan mutu pelayanan Bidang Pendidikan sehingga tercipta sumber 

daya manusia yang berbudi luhur, terampil, cerdas, agamis, bertanggung jawab 

dan berdaya saing. 

 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah Pendelegasian Surat Keputusan 

Mutasi ASN Tenaga Fungsional Bidang Pendidikan. 
 

(2) ASN Tenaga Fungsional Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

Kepala sekolah dan Guru. 

 

 

Pasal 4 

(1) Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi ASN Tenaga Fungsional Bidang 

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2). 
 

(2) Pendelegasian Surat Keputusan Mutasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Pulau Morotai. 
 

(3) Dalam penetapan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 

dikonsultasikan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian melalui 

Sekretaris Daerah. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 

pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. 

 

Pasal 6 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.  

 

 

Ditetapkan di Morotai Selatan                    

pada tanggal  04 Januari 2019 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

                    

              ttd 

                                                                                   

        BENNY LAOS    

 

 

 

Diundangkan di Morotai Selatan 

pada tanggal 04 Januari 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, 

 

               ttd 

 

MUHAMMAD M. KHARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


